WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR
35 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

: a. bahwa dalamm rangka mewujudkan asas bahwa

Peraturan Perundang-undangan vyang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,
periu dilakukan penyempurnaan terhadap hak
keuangan dan administratif dewan perwakilan

rakyat daerah;

. bahwa beberapa ketentuan Hak Keuangan dan

Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah, periu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan  Kotapradja Palangka  Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2753);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42806);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0087) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republhik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);




Menetapkan

8. Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Dewan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8);

11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 35
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Waliktoa
Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 35) diubah sebagai
berikut :




Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Setiap anggota DPRD mendapatkan tunjangan
transportasi.

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpah/janji.

(3] Tunjangan transportasi dibayarkan sctia p bulan
kepada anggota DPRD sebesar Rp. 15.500.000,-
(Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

Peotmpalanmya dalam Berita Daerah Kota Palangka
Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Desember 2018

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Desember 2018

SEXRETARIS PAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

RICITA NMNAKPAN KOTA DATANCILA RPAVA TAWITIN 7T R NTQARMANOED 29

i




